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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj) Dan 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara 

Keberadaan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan 

bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya 

ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif akibat berakhirnya 

masa jabatan, pemberhentian sementara, tersangkut perkara hukum, maupun 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dalam kondisi tersebut, 

negara harus menjamin agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan secara 

efektif demi menjaga stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pembangunan daerah, mengenai kedudukan kepala daerah dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, dasar hukum pengangkatan Penjabat dan Pelaksana 

Tugas Kepala Daerah, serta kedudukan hukum keduanya dalam perspektif 

hukum tata negara. 

Selanjutnya dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, termasuk pembatasan kewenangan yang diberlakukan terhadap pejabat 

sementara tersebut. Selain itu, berbagai problematika yuridis yang muncul 

dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti ketidakjelasan 

batas kewenangan, lemahnya legitimasi demokratis, ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat, serta dampak pembatasan kewenangan terhadap efektivitas 

pemerintahan daerah, berikut ini pembahasannya: 
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1. Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Kepala daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan daerah, 

kepala daerah berfungsi sebagai pemimpin eksekutif yang memiliki tugas 

menjalankan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan prinsip 

otonomi daerah dan asas desentralisasi. Kepala daerah terdiri atas 

gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota 

sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan 

kepala daerah memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi 

pemerintahan.72 Oleh karena itu, kepala daerah tidak hanya bertindak 

sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai representasi negara dalam 

menjaga stabilitas pemerintahan di daerah. 

Dalam perspektif hukum tata negara, kepala daerah memiliki 

kedudukan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4) yang 

menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai 

kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis.73 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah 

memiliki legitimasi politik yang berasal dari rakyat melalui mekanisme 

pemilihan umum. Dengan adanya legitimasi demokratis tersebut, kepala 

 
72 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 45 
73 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan daerah 

berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, ketentuan konstitusi 

tersebut juga menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian integral 

dari sistem pemerintahan nasional yang tetap berada dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kedudukan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum.74 Sebagai negara hukum, seluruh tindakan kepala 

daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kepala daerah tidak dapat menjalankan kekuasaan secara 

sewenang-wenang karena kewenangannya dibatasi oleh konstitusi dan 

hukum administrasi negara. Dengan demikian, kedudukan kepala daerah 

dalam negara hukum tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan di daerah, tetapi juga sebagai pejabat publik yang wajib 

tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.75 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
 

74 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
75 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h. 57 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945.76 Dalam menjalankan tugasnya, 

kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan perangkat daerah. 

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki fungsi 

sentral dalam mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pemerintahan 

daerah, baik dalam bidang administrasi, pembangunan, pelayanan publik, 

maupun pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada 

kemampuan kepala daerah dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. 

Selain sebagai pemimpin pemerintahan daerah, kepala daerah juga 

memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya 

gubernur. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan fungsi dekonsentrasi yang 

dijalankan oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di 

daerah provinsi. Dengan demikian, gubernur memiliki kedudukan ganda, 

yaitu sebagai kepala daerah otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat. 

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah di 

Indonesia menganut prinsip keseimbangan antara desentralisasi dan 

sentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.77 

Hubungan antara kepala daerah dengan asas otonomi daerah 

memiliki keterkaitan yang sangat erat. otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

NKRI. Definisi ini mencakup subjek daerah otonom, isi berupa hak dan 
 

76 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
77 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 37 
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wewenang, tujuan mengurus masyarakat, dan konteks NKRI, yang 

menjadi landasan utama otonomi di Indonesia.78 Dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, kepala daerah memiliki peran utama sebagai pemegang 

kekuasaan eksekutif di daerah yang bertanggung jawab menjalankan 

urusan pemerintahan secara mandiri. Dengan adanya otonomi daerah, 

pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan 

lokal tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena 

itu, kepala daerah menjadi aktor penting dalam mewujudkan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari asas 

desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. 

Dalam konteks ini, kepala daerah berfungsi sebagai pelaksana kewenangan 

yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Menurut 

Bagir Manan, desentralisasi bertujuan menciptakan efisiensi pemerintahan, 

mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah.79 Dengan demikian, kedudukan kepala 

daerah dalam sistem desentralisasi sangat penting karena menjadi pihak 

yang bertanggung jawab menjalankan kewenangan pemerintahan di daerah 

sesuai kebutuhan masyarakat setempat. 

Dari perspektif teori kewenangan, kepala daerah memperoleh 

kewenangan melalui atribusi yang diberikan langsung oleh undang-
 

78 Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
79 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: FH UII Press, 

2001), h. 24 
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undang. Kewenangan atribusi tersebut tercermin dalam Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tugas dan wewenang 

kepala daerah, seperti memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, 

menetapkan peraturan daerah, menyusun APBD, dan menjaga 

ketenteraman masyarakat.80 Oleh karena itu, kepala daerah memiliki 

legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan di daerah. 

Namun demikian, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus berada 

dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum agar tidak terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Dalam praktik ketatanegaraan, kepala daerah juga memiliki 

tanggung jawab politik dan administratif. Tanggung jawab politik terlihat 

dari hubungan kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga perwakilan 

rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, 

tanggung jawab administratif berkaitan dengan kewajiban kepala daerah 

menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan dan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan adanya tanggung jawab 

tersebut, kepala daerah tidak hanya dituntut memiliki kemampuan 

manajerial, tetapi juga integritas moral dan komitmen terhadap 

kepentingan masyarakat.81 

Secara yuridis, kedudukan kepala daerah dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah merupakan 

pejabat publik yang memiliki legitimasi konstitusional dan kewenangan 

 
80 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
81 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 112 



62 

 

pemerintahan berdasarkan hukum. Kepala daerah berfungsi sebagai 

pemimpin daerah yang menjalankan otonomi daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif negara hukum, 

kewenangan kepala daerah harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, 

akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan 

kepala daerah menjadi landasan penting dalam memahami keberadaan 

Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah sebagai bagian dari 

mekanisme pengisian kekosongan jabatan dalam sistem pemerintahan 

daerah di Indonesia. 

2. Dasar Hukum Pengangkatan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) 

Kepala Daerah 

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan 

Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah merupakan bagian 

dari mekanisme ketatanegaraan untuk menjamin keberlangsungan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan 

kepala daerah definitif. Pengangkatan Pj dan Plt dilakukan agar roda 

pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik kepada masyarakat tidak 

mengalami stagnasi. Dalam perspektif negara hukum, pengangkatan 

pejabat sementara tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas agar 

memiliki legitimasi konstitusional dan administratif.82 Oleh karena itu, 

pengaturan mengenai Pj dan Plt Kepala Daerah diatur dalam berbagai 

 
82 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 121 
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peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Pemerintahan 

Daerah maupun peraturan teknis lainnya. 

Salah satu kondisi utama yang menyebabkan diangkatnya Penjabat 

(Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah adalah terjadinya 

kekosongan jabatan kepala daerah. Kekosongan jabatan dapat terjadi 

karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum terpilihnya kepala 

daerah definitif yang baru. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, 

kondisi ini banyak terjadi akibat pelaksanaan Pilkada serentak nasional 

yang menyebabkan adanya jeda waktu antara berakhirnya masa jabatan 

kepala daerah dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan. Untuk 

mengisi kekosongan tersebut, pemerintah pusat melalui Presiden atau 

Menteri Dalam Negeri menunjuk Penjabat Kepala Daerah agar 

pemerintahan daerah tetap berjalan secara efektif.83 

Selain karena kekosongan jabatan, pengangkatan Pelaksana Tugas 

(Plt) Kepala Daerah juga dapat terjadi apabila kepala daerah diberhentikan 

sementara dari jabatannya. Pemberhentian sementara biasanya dilakukan 

ketika kepala daerah sedang menjalani proses hukum, baik sebagai 

tersangka maupun terdakwa dalam perkara tindak pidana tertentu. Dalam 

kondisi tersebut, wakil kepala daerah atau pejabat tertentu dapat ditunjuk 

sebagai Pelaksana Tugas untuk menjalankan roda pemerintahan daerah 

sementara waktu. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga stabilitas 

 
83 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus 

Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan 

Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73 
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pemerintahan daerah sekaligus memastikan proses hukum terhadap kepala 

daerah tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik. 

Pelaksanaan Pilkada serentak juga menjadi salah satu faktor utama 

meningkatnya pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia. 

Sejak diberlakukannya Pilkada serentak, banyak masa jabatan kepala 

daerah yang berakhir dalam waktu bersamaan sehingga pemerintah pusat 

harus menunjuk Penjabat Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan 

jabatan hingga pelantikan kepala daerah definitif. Kondisi ini 

menyebabkan jumlah Penjabat Kepala Daerah meningkat secara signifikan 

dalam beberapa tahun terakhir. Secara yuridis, pengangkatan tersebut 

dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah dan 

menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan yang dapat menghambat 

pelayanan publik dan pembangunan daerah.84 

Kondisi lain yang menyebabkan pengangkatan Plt Kepala Daerah 

adalah ketika kepala daerah tersangkut kasus hukum, baik korupsi maupun 

tindak pidana lainnya. Dalam praktik pemerintahan daerah, tidak sedikit 

kepala daerah yang diberhentikan sementara karena berstatus tersangka 

atau terdakwa dalam perkara pidana. Untuk menjaga efektivitas 

pemerintahan daerah, maka diperlukan pejabat sementara yang 

menjalankan tugas kepala daerah selama proses hukum berlangsung. Hal 

ini menunjukkan bahwa keberadaan Pj dan Plt Kepala Daerah memiliki 

 
84 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 88 
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fungsi penting dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan daerah 

di tengah situasi politik dan hukum yang dinamis. 

Dasar hukum utama mengenai pengangkatan Penjabat (Pj) dan 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.85 Undang-

undang tersebut mengatur kedudukan kepala daerah, mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tugas kepala 

daerah dalam kondisi tertentu. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa 

apabila kepala daerah berhalangan sementara atau terjadi kekosongan 

jabatan, maka tugas kepala daerah dapat dijalankan oleh wakil kepala 

daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, pengangkatan pejabat sementara merupakan 

bagian dari mekanisme administratif yang diakui secara hukum dalam 

sistem pemerintahan daerah. 

Selain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, dasar hukum pengangkatan Penjabat Kepala Daerah juga 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam undang-undang tersebut diatur 

bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota 

yang masa jabatannya berakhir sebelum terpilih kepala daerah baru, 

 
85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
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Presiden dapat menunjuk Penjabat Gubernur dan Menteri Dalam Negeri 

dapat menunjuk Penjabat Bupati atau Wali Kota. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan 

konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah 

melalui mekanisme pengangkatan pejabat sementara. 

Pengaturan mengenai kewenangan dan pembatasan pejabat 

sementara juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menegaskan 

bahwa setiap pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya 

wajib berdasarkan asas legalitas dan tidak boleh melakukan 

penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Penjabat (Pj) dan Pelaksana 

Tugas (Plt) Kepala Daerah, ketentuan tersebut menjadi dasar pembatasan 

kewenangan agar pejabat sementara tidak mengambil keputusan strategis 

yang melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, penggunaan 

kewenangan oleh Pj dan Plt harus tetap berada dalam koridor hukum 

administrasi negara. 

Secara teknis, pengangkatan dan pelaksanaan tugas Penjabat 

Kepala Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat 

Wali Kota. Peraturan tersebut mengatur syarat pengangkatan, mekanisme 

penunjukan, evaluasi kinerja, serta pembatasan kewenangan Penjabat 

Kepala Daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Penjabat 

Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan 
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perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, serta mengambil 

kebijakan strategis yang berdampak luas tanpa persetujuan pemerintah 

pusat. Pengaturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh 

pejabat sementara yang tidak memiliki legitimasi politik langsung dari 

rakyat. 

Mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dilakukan oleh 

Presiden dan Menteri Dalam Negeri sesuai tingkatan jabatan. Penjabat 

Gubernur diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri, 

sedangkan Penjabat Bupati dan Wali Kota diangkat oleh Menteri Dalam 

Negeri. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat 

memiliki peran dominan dalam menentukan pejabat sementara di daerah. 

Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini menimbulkan diskursus 

mengenai hubungan antara prinsip otonomi daerah dengan kewenangan 

pemerintah pusat dalam pengangkatan pejabat daerah. Di satu sisi, 

mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional, namun 

di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi demokratis 

pejabat yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.86 

Persoalan legitimasi demokratis pengangkatan Penjabat Kepala 

Daerah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 

67/PUU-XIX/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi 

menegaskan bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Daerah harus 

 
86 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus 

Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan 

Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73 
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dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Mahkamah 

menilai bahwa karena Penjabat Kepala Daerah menjalankan fungsi 

pemerintahan yang strategis, maka proses pengangkatannya tidak boleh 

dilakukan secara tertutup tanpa mekanisme pengawasan publik. Putusan 

tersebut juga menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan 

prinsip demokrasi dan aspirasi masyarakat dalam menentukan pejabat 

sementara di daerah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa 

pengangkatan Penjabat Kepala Daerah tidak hanya merupakan persoalan 

administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip demokrasi dan negara 

hukum. Transparansi dalam pengangkatan pejabat sementara diperlukan 

agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dasar pertimbangan 

pemerintah dalam memilih pejabat tertentu. Selain itu, akuntabilitas 

pengangkatan Penjabat Kepala Daerah juga penting untuk mencegah 

adanya kepentingan politik praktis yang dapat memengaruhi netralitas 

pemerintahan daerah selama masa transisi kekuasaan. 

Dalam perspektif teori negara hukum, pengangkatan Penjabat (Pj) 

dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah harus didasarkan pada prinsip 

legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan. Setiap tindakan 

pemerintah dalam menunjuk pejabat sementara harus memiliki dasar 

hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi 

konstitusional. Selain itu, teori kewenangan juga menegaskan bahwa 

kewenangan Pj dan Plt bersumber dari atribusi dan mandat yang diberikan 
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oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaannya harus 

dibatasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.87 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengangkatan 

Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah merupakan 

mekanisme hukum yang bertujuan menjaga keberlangsungan 

pemerintahan daerah dalam kondisi tertentu, seperti kekosongan jabatan, 

pemberhentian sementara kepala daerah, Pilkada serentak, dan proses 

hukum terhadap kepala daerah. Pengangkatan tersebut memiliki dasar 

hukum yang jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 

2016, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. 

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat persoalan terkait 

legitimasi demokratis dan pembatasan kewenangan pejabat sementara 

yang memerlukan pengaturan lebih jelas agar tetap sesuai dengan prinsip 

negara hukum dan demokrasi. 

3. Kedudukan Hukum Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Perspektif 

Hukum Tata Negara 

Penjabat (Pj) Kepala Daerah merupakan pejabat pemerintahan 

yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah dalam 

kondisi tertentu ketika jabatan kepala daerah definitif mengalami 

kekosongan. Keberadaan Pj pada dasarnya merupakan bagian dari 

mekanisme hukum yang dibentuk untuk menjamin agar penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah tidak mengalami kekosongan kekuasaan. 

Kekosongan tersebut dapat terjadi karena berakhirnya masa jabatan kepala 

daerah sebelum kepala daerah hasil pemilihan berikutnya dilantik atau 

karena keadaan lain yang menyebabkan jabatan kepala daerah tidak dapat 

dijalankan oleh pejabat definitif. Dalam konteks tersebut, Pj memiliki 

kedudukan sebagai pejabat yang menjalankan fungsi kepala daerah secara 

sementara sampai dengan dilantiknya kepala daerah definitif.88 

Secara yuridis, keberadaan Pj Kepala Daerah mempunyai dasar 

hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Khusus 

mengenai pengisian jabatan kepala daerah dalam masa transisi, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 melalui Pasal 201 mengatur mekanisme 

pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Dalam skripsi ini juga ditegaskan 

bahwa pengangkatan Pj merupakan kewenangan pemerintah yang harus 

dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 

Kedudukan Pj berbeda dengan kedudukan kepala daerah definitif. 

Kepala daerah definitif memperoleh legitimasi politik melalui mekanisme 
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pemilihan kepala daerah sebagaimana prinsip yang terdapat dalam Pasal 

18 ayat (4) UUD 1945. Sebaliknya, Pj memperoleh kedudukan melalui 

mekanisme penunjukan administratif oleh pemerintah. Dengan demikian, 

legitimasi Pj lebih bersifat yuridis-administratif daripada legitimasi 

elektoral. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pj secara hukum 

mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi tidak 

mempunyai legitimasi politik yang sama dengan kepala daerah definitif. 

Ketiadaan legitimasi elektoral secara langsung bukan berarti Pj 

tidak memiliki legitimasi hukum. Legitimasi Pj bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang memberikan dasar kewenangan kepada 

pemerintah untuk melakukan pengangkatan pejabat sementara. Oleh 

karena itu, selama proses pengangkatan dilakukan berdasarkan prosedur 

dan ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan Pj tetap mempunyai 

legitimasi konstitusional. Namun, legitimasi tersebut bersifat terbatas 

karena Pj hanya menjalankan pemerintahan selama masa transisi dan tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan politik kepala daerah 

definitif secara permanen.89 

Dalam perspektif negara hukum, kedudukan Pj harus ditempatkan 

dalam kerangka prinsip legalitas. Setiap tindakan pemerintahan yang 

dilakukan Pj harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak boleh 

dilakukan secara sewenang-wenang. Hal tersebut sejalan dengan teori 
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negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Pj tidak hanya dituntut 

untuk menjalankan pemerintahan secara efektif, tetapi juga harus 

mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan 

batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

Dalam skripsi ini, teori negara hukum digunakan untuk menilai agar 

kewenangan Pj tetap berada dalam koridor legalitas, kepastian hukum, 

pembatasan kekuasaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat. 

Selain persoalan legalitas, kedudukan Pj juga berkaitan dengan 

prinsip demokrasi. Karena Pj tidak dipilih langsung oleh masyarakat, 

terdapat perbedaan legitimasi antara Pj dengan kepala daerah definitif. 

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila masa jabatan Pj 

berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Kondisi demikian dapat 

menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pejabat yang tidak 

memperoleh mandat langsung dari rakyat dapat mengambil kebijakan 

yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, 

mekanisme pengangkatan Pj harus dilakukan secara transparan, akuntabel, 

dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 67/PUU-XIX/2021 sebagaimana dibahas dalam skripsi 

menegaskan pentingnya transparansi dan demokratisasi dalam proses 

pengisian jabatan Pj. 

Dari perspektif otonomi daerah, pengangkatan Pj juga 

menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
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daerah. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk memastikan agar 

pemerintahan daerah tetap berjalan ketika terjadi kekosongan jabatan 

kepala daerah. Namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara 

objektif, transparan, dan akuntabel agar tidak mengurangi prinsip otonomi 

daerah. Dengan demikian, pengangkatan Pj bukan merupakan bentuk 

penghapusan otonomi daerah, tetapi merupakan mekanisme sementara 

untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.90 

Dengan demikian, kedudukan hukum Pj Kepala Daerah dalam 

perspektif hukum tata negara dapat dipahami sebagai kedudukan pejabat 

pemerintahan sementara yang memperoleh legitimasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan 

pemerintahan daerah. Pj memiliki kewenangan untuk menjalankan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, tetapi 

kedudukannya tidak identik dengan kepala daerah definitif karena tidak 

memperoleh legitimasi elektoral secara langsung. Oleh sebab itu, 

pelaksanaan kewenangan Pj harus tunduk pada prinsip legalitas, 

demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan pembatasan kekuasaan. 
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4. Kedudukan Hukum Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam 

Perspektif Hukum Tata Negara 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah merupakan pejabat yang 

menjalankan tugas kepala daerah ketika kepala daerah definitif 

berhalangan sementara atau berada dalam keadaan tertentu yang 

menyebabkan tugas pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara 

langsung oleh kepala daerah definitif. Berbeda dengan Pj yang pada 

dasarnya mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, Plt lebih berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas jabatan yang masih melekat pada kepala daerah 

definitif. Dengan demikian, karakter kedudukan Plt lebih bersifat 

pelaksanaan tugas selama keadaan tertentu berlangsung. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Plt 

diperlukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan fungsi 

pemerintahan ketika kepala daerah definitif tidak dapat menjalankan 

tugasnya. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kondisi tersebut antara lain 

dapat terjadi ketika kepala daerah berhalangan atau diberhentikan 

sementara karena proses hukum. Penunjukan Plt dimaksudkan untuk 

menjaga stabilitas pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik dan 

penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berlangsung.91 

Kedudukan hukum Plt mempunyai karakter yang berbeda dengan 

Pj. Plt tidak hadir sebagai pengganti permanen kepala daerah definitif, 
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melainkan menjalankan tugas kepala daerah dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan keadaan yang menyebabkan kepala daerah definitif tidak 

dapat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kedudukan Plt sangat 

berkaitan dengan hubungan mandat dalam hukum administrasi 

pemerintahan. Dalam kajian teori kewenangan skripsi ini dijelaskan bahwa 

mandat merupakan pelimpahan wewenang kepada penerima mandat untuk 

bertindak atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab atas 

kewenangan tersebut pada prinsipnya tetap berada pada pemberi mandat. 

Berdasarkan teori kewenangan, karakter mandat tersebut 

menyebabkan kewenangan Plt tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan 

kewenangan kepala daerah definitif. Plt hanya menjalankan kewenangan 

yang diberikan kepadanya sesuai dengan dasar hukum dan ruang lingkup 

penugasannya. Dengan demikian, Plt tidak dapat menggunakan 

kedudukannya sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang melampaui 

tujuan penunjukan atau mengambil kebijakan yang bersifat permanen dan 

menentukan arah pemerintahan daerah secara mendasar. 

Keterbatasan tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Plt 

sebagai pejabat yang menjalankan tugas sementara. Dalam perspektif 

negara hukum, pembatasan kewenangan diperlukan untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Penggunaan kewenangan oleh Plt 

harus selalu berpedoman pada prinsip legalitas dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Setiap keputusan yang diambil harus mempunyai 
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dasar hukum, dilakukan untuk kepentingan pemerintahan, serta tidak boleh 

digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan politik tertentu. 

Dalam praktiknya, persoalan kedudukan Plt muncul ketika 

kebutuhan pemerintahan daerah mengharuskan adanya keputusan yang 

bersifat penting dan strategis. Di satu sisi, Plt harus menjamin 

pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terhenti. Di sisi 

lain, kewenangannya dibatasi agar tidak mengambil keputusan yang secara 

substansial mengikat pemerintahan berikutnya. Skripsi ini menunjukkan 

bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara kebutuhan 

efektivitas pemerintahan dengan prinsip pembatasan kewenangan.92 

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam praktik ketika kepala daerah 

diberhentikan sementara karena tersangkut perkara hukum. Plt dituntut 

untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi pada saat yang sama 

memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis. Kondisi ini 

dapat menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dan berpotensi 

memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan 

demikian, kedudukan Plt mengandung dua tuntutan yang harus 

diseimbangkan, yaitu kebutuhan menjaga kesinambungan pemerintahan 

dan kewajiban menghormati batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh 

hukum. 
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Dari perspektif demokrasi, Plt juga tidak mempunyai legitimasi 

elektoral secara langsung karena tidak memperoleh mandat melalui 

pemilihan kepala daerah. Namun, sebagaimana halnya Pj, ketiadaan 

legitimasi elektoral tersebut tidak menghilangkan legitimasi hukumnya 

sepanjang penunjukan Plt dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian, legitimasi Plt merupakan 

legitimasi administratif-yuridis yang bersifat sementara dan fungsional, 

bukan legitimasi politik sebagaimana kepala daerah definitif. 

Jika dibandingkan dengan Pj, perbedaan utama terletak pada 

konteks pengisian dan pelaksanaan jabatan. Pj ditempatkan untuk mengisi 

kekosongan jabatan kepala daerah dalam masa transisi, sedangkan Plt 

menjalankan tugas kepala daerah yang masih memiliki pejabat definitif 

tetapi untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya. Perbedaan 

tersebut berimplikasi terhadap karakter kewenangan masing-masing. Pj 

menjalankan fungsi pemerintahan sebagai pejabat sementara dalam 

keadaan kekosongan jabatan, sedangkan Plt menjalankan tugas 

berdasarkan mekanisme pelaksanaan atau mandat selama kepala daerah 

definitif berhalangan. 

Dengan demikian, kedudukan hukum Plt Kepala Daerah dalam 

perspektif hukum tata negara merupakan kedudukan pejabat pemerintahan 

sementara yang bertujuan menjaga kesinambungan pelaksanaan 

pemerintahan ketika kepala daerah definitif tidak dapat menjalankan 

tugasnya. Plt memiliki legitimasi hukum berdasarkan penugasan dan 
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peraturan perundang-undangan, tetapi tidak mempunyai legitimasi politik 

langsung dari rakyat. Oleh karena itu, kewenangannya harus dijalankan 

secara terbatas, berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, 

serta prinsip pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.93 

Berdasarkan uraian mengenai Pj dan Plt tersebut, dapat ditegaskan 

bahwa keduanya sama-sama mempunyai fungsi menjaga keberlangsungan 

pemerintahan daerah, tetapi memiliki karakter kedudukan hukum yang 

berbeda. Pj berfungsi mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam 

masa transisi, sedangkan Plt menjalankan tugas kepala daerah definitif 

yang sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya. Perbedaan tersebut 

penting untuk ditegaskan agar tidak terjadi penyamaan antara kedudukan, 

sumber kewenangan, dan batas kewenangan Pj dan Plt dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Skripsi ini sendiri menempatkan 

perbedaan tersebut dalam kerangka negara hukum, teori kewenangan, dan 

teori pembatasan kekuasaan. 

5. Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 

Penjabat (Pj) Kepala Daerah pada dasarnya diberikan kewenangan 

untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah selama terjadi kekosongan 

jabatan kepala daerah definitif. Kewenangan tersebut diperlukan untuk 

memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 
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pembangunan daerah, serta administrasi pemerintahan tetap berjalan. 

Dengan demikian, keberadaan Pj bukan hanya berfungsi sebagai pengisi 

kekosongan jabatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin 

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dasar kewenangan kepala daerah secara umum terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal 65 mengatur tugas dan wewenang kepala daerah, antara lain 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan 

Daerah yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD, menyusun 

dan mengajukan rancangan APBD, mewakili daerah di dalam dan di luar 

pengadilan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, fungsi tersebut 

kemudian dijalankan oleh Pj untuk menjamin pemerintahan daerah tetap 

berlangsung.94 

Kewenangan Pj dapat dilihat dari beberapa bidang. Pertama, 

kewenangan administratif. Pj mempunyai tanggung jawab untuk 

memastikan administrasi pemerintahan daerah tetap berjalan. Kewenangan 

tersebut mencakup koordinasi perangkat daerah, pelaksanaan tugas 

birokrasi, pengambilan keputusan administratif, serta pelaksanaan urusan 
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pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, kekosongan kepala daerah 

definitif tidak menyebabkan terhentinya aktivitas pemerintahan daerah. 

Kedua, kewenangan dalam pelayanan publik. Pj tetap mempunyai 

tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan 

publik sebagaimana mestinya. Pelayanan tersebut meliputi berbagai urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti pelayanan 

administrasi, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan 

pelayanan dasar lainnya. Oleh sebab itu, sifat sementara dari jabatan Pj 

tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Ketiga, kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pj 

memiliki tanggung jawab memastikan program pembangunan yang telah 

direncanakan tetap berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan 

pembangunan oleh Pj tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas 

untuk mengubah arah pembangunan daerah. Kebijakan yang bersifat 

mendasar dan strategis harus memperhatikan kedudukan Pj sebagai 

pejabat sementara. 

Keempat, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan 

keuangan daerah. Pj harus memastikan pelaksanaan APBD dan program 

pemerintahan tetap berjalan secara efektif, tertib, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pj 

wajib memperhatikan ketentuan hukum mengenai pengelolaan keuangan 
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negara dan daerah serta tidak menggunakan kewenangannya untuk 

kepentingan politik atau kepentingan pribadi.95 

Dalam perspektif teori kewenangan, kewenangan Pj perlu 

dibedakan dari kewenangan kepala daerah definitif. Kepala daerah 

definitif memperoleh kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai pemegang jabatan yang memperoleh 

legitimasi melalui mekanisme pemilihan. Sementara itu, Pj memperoleh 

kewenangan untuk menjalankan pemerintahan karena adanya penunjukan 

sebagai pejabat sementara. Dengan demikian, kewenangan Pj bersifat 

sementara, fungsional, dan dibatasi oleh tujuan pengangkatannya. 

Pemerintah pusat mempunyai peranan penting dalam pengangkatan 

Pj. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa Penjabat Gubernur ditunjuk oleh 

Presiden, sedangkan Penjabat Bupati atau Wali Kota ditunjuk oleh Menteri 

Dalam Negeri. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan kewenangan 

antara pemerintah pusat dengan pejabat sementara yang menjalankan 

pemerintahan daerah. 

Kewenangan Pj juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip 

negara hukum. Artinya, setiap keputusan dan tindakan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Pj harus mempunyai dasar hukum serta tidak boleh 

melampaui kewenangan yang diberikan. Dalam hal ini, asas legalitas 

menjadi dasar penting dalam menentukan ruang gerak Pj. Teori 
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kewenangan juga menegaskan bahwa penggunaan kewenangan 

pemerintahan harus sesuai dengan sumber dan batas kewenangan yang 

diberikan oleh hukum. 

Selain asas legalitas, Pj wajib memperhatikan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik, khususnya kepastian hukum, kecermatan, 

kepentingan umum, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan 

wewenang. Hal tersebut diperlukan karena Pj tidak memperoleh mandat 

politik langsung dari masyarakat. Dengan demikian, penggunaan 

kewenangan Pj harus lebih menekankan keberlanjutan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat daripada kepentingan politik tertentu.96 

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan Pj Kepala Daerah dapat 

dipahami sebagai kewenangan pemerintahan yang diberikan untuk 

menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 

terjadi kekosongan jabatan. Kewenangan tersebut mencakup administrasi 

pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan 

pemerintahan dan keuangan daerah. Namun, kewenangan tersebut tetap 

bersifat sementara dan harus digunakan berdasarkan prinsip legalitas, 

akuntabilitas, transparansi, serta kepentingan umum. 

 

 

 
96 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus 

Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan 

Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73 
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6. Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah merupakan pejabat yang 

menjalankan tugas kepala daerah ketika kepala daerah definitif tidak dapat 

melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu. Dengan demikian, 

kewenangan Plt pada dasarnya diarahkan untuk memastikan agar fungsi 

pemerintahan tetap berjalan ketika kepala daerah definitif mengalami 

keadaan yang menyebabkan tugas pemerintahan tidak dapat dilaksanakan 

secara langsung. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengaturan 

mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah dalam keadaan berhalangan. 

Pasal 66 mengatur mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah dalam 

keadaan tertentu. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan tugas kepala daerah 

harus tetap menjamin keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, penunjukan Plt merupakan 

mekanisme administratif untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam 

pelaksanaan pemerintahan.97 

Kewenangan Plt pada prinsipnya mencakup kewenangan 

administratif yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan sehari-

hari. Plt dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, 

memastikan pelayanan publik tetap berjalan, mengawasi pelaksanaan 

 
97 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus 

Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan 

Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73 
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program pemerintahan, serta mengambil keputusan administratif yang 

diperlukan untuk menjaga kelancaran pemerintahan. Selain kewenangan 

administratif, Plt mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan publik. 

Kondisi berhalangannya kepala daerah definitif tidak boleh menyebabkan 

masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan pemerintah. Oleh karena 

itu, Plt tetap berkewajiban memastikan urusan pemerintahan yang 

berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Plt juga dapat melaksanakan program pemerintahan dan 

pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, 

kewenangan tersebut harus digunakan secara hati-hati karena Plt pada 

dasarnya tidak dimaksudkan untuk menentukan arah politik dan kebijakan 

daerah secara permanen. Fokus utama Plt adalah memastikan program dan 

kebijakan pemerintahan yang sudah ada dapat tetap dilaksanakan sampai 

kepala daerah definitif kembali menjalankan tugasnya. 

Berbeda dengan Pj, kewenangan Plt dalam perspektif teori 

kewenangan lebih erat dikaitkan dengan mandat administratif. Dalam 

skripsi ini dijelaskan bahwa mandat merupakan pelimpahan wewenang 

kepada pejabat tertentu untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Oleh 

karena itu, kewenangan yang dijalankan Plt tidak dapat dilepaskan dari 

dasar penugasannya dan kondisi yang menyebabkan kepala daerah 

definitif tidak dapat menjalankan tugas. Konsekuensi dari mekanisme 

tersebut adalah kewenangan Plt bersifat sementara dan terbatas. Plt tidak 



85 

 

dapat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan di luar tujuan 

penugasannya. Setiap tindakan yang dilakukan harus tetap berada dalam 

batas kewenangan yang diberikan oleh hukum dan tidak boleh digunakan 

untuk mengambil alih kedudukan kepala daerah definitif secara 

permanen.98 

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Plt juga harus memperhatikan 

prinsip negara hukum. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang 

baik. Plt harus menghindari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai 

penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau tindakan yang 

memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. 

Keterbatasan kewenangan Plt menjadi semakin penting ketika 

keputusan yang harus diambil memiliki konsekuensi jangka panjang. 

Misalnya, keputusan yang berkaitan dengan perubahan kebijakan strategis, 

mutasi pejabat, perubahan struktur organisasi, maupun kebijakan 

pembangunan yang memiliki dampak luas. Dalam skripsi disebutkan 

bahwa keterbatasan terhadap keputusan strategis tersebut merupakan salah 

satu persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat 

sementara. Pembatasan tersebut pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk 

menghambat penyelenggaraan pemerintahan, tetapi untuk menjaga agar 

pejabat sementara tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan. 

 
98 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus 

Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan 

Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73 
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Dalam konteks ini, teori pembatasan kekuasaan menjadi relevan karena 

kewenangan pemerintah harus selalu dibatasi oleh hukum. Pembatasan 

tersebut juga berfungsi untuk menjaga netralitas pemerintahan selama 

kepala daerah definitif tidak dapat melaksanakan tugasnya.99 

Dengan demikian, kewenangan Plt Kepala Daerah dapat dipahami 

sebagai kewenangan sementara yang digunakan untuk menjamin 

kesinambungan pelaksanaan pemerintahan ketika kepala daerah definitif 

berhalangan. Kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan 

administrasi pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi perangkat daerah, 

serta pelaksanaan program pemerintahan yang telah ditetapkan. Karena 

kewenangannya bersifat sementara dan berkaitan dengan mekanisme 

mandat, Plt harus menjalankan kewenangannya secara terbatas, 

proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum. 

7. Perbedaan Kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) 

Kepala Daerah 

Setelah pembahasan Pj dan Plt dipisahkan, bagian ini sangat 

penting untuk ditambahkan agar pembaca memperoleh gambaran yang 

jelas mengenai perbedaan keduanya. 

Aspek Penjabat (Pj) Pelaksana Tugas (Plt) 

Kondisi pengangkatan Mengisi kekosongan 

jabatan kepala daerah 

Menjalankan tugas 

kepala daerah definitif 

yang berhalangan 

Sifat jabatan Pejabat sementara Pelaksana tugas 

sementara 

 
99 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus 

Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan 

Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73 
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Dasar kedudukan Penunjukan 

berdasarkan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Penugasan/mandat 

administrative 

Tujuan utama Menjamin 

pemerintahan tetap 

berjalan selama 

kekosongan jabatan 

Menjamin tugas kepala 

daerah tetap berjalan 

ketika pejabat definitif 

berhalangan 

Legitimasi Legitimasi yuridis-

administratif 

Legitimasi yuridis-

administratif melalui 

penugasan 

Ruang kewenangan Menjalankan fungsi 

pemerintahan daerah 

selama masa transisi 

Menjalankan tugas 

kepala daerah selama 

keadaan berhalangan 

Batas kewenangan Dibatasi karena 

bersifat sementara 

dan tidak memiliki 

mandat elektoral 

Dibatasi karena 

kewenangan berasal 

dari penugasan/mandat 

Pertanggungjawaban Berdasarkan 

ketentuan hukum dan 

mekanisme 

pemerintahan pusat 

Berkaitan dengan dasar 

penugasan dan 

ketentuan hukum yang 

berlaku 

 

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pj dan Plt tidak dapat 

dipersamakan sepenuhnya, meskipun keduanya sama-sama menjalankan 

pemerintahan dalam keadaan sementara. Pj lebih berkaitan dengan 

pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, sedangkan Plt berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas kepala daerah definitif yang sementara tidak 

dapat menjalankan tugasnya. Dalam skripsi, perbedaan karakter ini juga 

terlihat dari uraian bahwa Pj ditempatkan ketika terjadi kekosongan 

jabatan, sementara Plt menjalankan pemerintahan ketika kepala daerah 

definitif berhalangan atau diberhentikan sementara. 

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan Pj dan Plt sama-sama 

bertujuan menjamin kesinambungan pemerintahan daerah, tetapi sumber 

dan karakter kewenangannya berbeda. Pj memperoleh kewenangan 
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sebagai pejabat sementara yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan 

jabatan kepala daerah, sedangkan Plt menjalankan tugas kepala daerah 

definitif yang sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya. Keduanya 

dapat menjalankan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan 

program pemerintahan, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, AUPB, 

pembatasan kekuasaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. 

Pembatasan ini diperlukan agar kebutuhan akan efektivitas pemerintahan 

tidak menghilangkan prinsip demokrasi dan negara hukum. 

8. Pembatasan Kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) 

Kepala Daerah 

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Penjabat (Pj) dan 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan daerah ketika kepala daerah definitif 

tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun demikian, kewenangan tersebut 

tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. 

Pembatasan kewenangan tersebut merupakan bagian dari prinsip negara 

hukum yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

oleh pejabat sementara yang tidak memiliki legitimasi politik langsung 

dari rakyat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan 

kewenangan Pj dan Plt menjadi sangat penting untuk menjaga 
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keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip demokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.100 

Salah satu bentuk pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) dan 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah adalah larangan mengambil 

kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat dan 

pemerintahan daerah. Kebijakan strategis yang dimaksud meliputi 

perubahan kebijakan pembangunan daerah, pengambilan keputusan politik 

tertentu, pembentukan kebijakan jangka panjang, serta tindakan lain yang 

berpotensi memengaruhi arah pemerintahan daerah secara permanen.^2 

Pembatasan tersebut dilakukan karena Pj dan Plt hanya bersifat sementara 

dan tidak memiliki legitimasi demokratis yang sama dengan kepala daerah 

definitif hasil pemilihan langsung. 

Larangan mengambil kebijakan strategis bertujuan untuk menjaga 

netralitas pemerintahan daerah selama masa transisi kepemimpinan. 

Dalam praktik ketatanegaraan, pejabat sementara tidak diperkenankan 

membuat keputusan yang dapat mengikat pemerintahan berikutnya secara 

permanen. Oleh karena itu, Pj dan Plt hanya diperbolehkan menjalankan 

kebijakan pemerintahan yang bersifat administratif dan rutin demi 

menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembatasan kewenangan merupakan bentuk pengendalian terhadap 

 
100 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h. 62 
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penggunaan kekuasaan oleh pejabat sementara agar tidak melampaui 

tujuan pengangkatannya.101 

Selain larangan mengambil kebijakan strategis, Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah juga dibatasi dalam melakukan mutasi 

pegawai. Larangan mutasi pegawai dimaksudkan untuk mencegah 

penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi pemerintahan daerah. Dalam 

praktiknya, mutasi pegawai seringkali memiliki implikasi politik dan 

administratif yang luas karena berkaitan dengan penempatan jabatan 

strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pejabat 

sementara tidak diperbolehkan melakukan mutasi pegawai tanpa 

persetujuan pemerintah pusat agar stabilitas birokrasi tetap terjaga.102 

Pembatasan mutasi pegawai juga berkaitan dengan prinsip 

netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang memiliki masa 

jabatan sementara dikhawatirkan dapat menggunakan kewenangannya 

untuk kepentingan politik tertentu, terutama menjelang pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, pembatasan tersebut menjadi 

instrumen hukum untuk menjaga profesionalitas birokrasi serta mencegah 

adanya intervensi politik terhadap aparatur pemerintahan daerah. 

Selain itu, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah juga 

dilarang mengambil keputusan yang berdampak luas tanpa persetujuan 

pemerintah pusat. Keputusan yang berdampak luas mencakup kebijakan 

 
101 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 110 
102 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 145 
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yang berpengaruh terhadap anggaran daerah, struktur organisasi 

pemerintahan, proyek strategis daerah, serta kebijakan lain yang memiliki 

konsekuensi jangka panjang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

kewenangan Pj dan Plt bersifat terbatas dan tetap berada dalam 

pengawasan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat 

memiliki fungsi kontrol terhadap penggunaan kewenangan pejabat 

sementara di daerah. 

Dasar hukum pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana 

Tugas (Plt) Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut 

menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib menggunakan 

kewenangannya sesuai tujuan pemberian kewenangan dan tidak boleh 

melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, Pj dan Plt 

sebagai pejabat pemerintahan sementara wajib menjalankan 

kewenangannya berdasarkan prinsip legalitas dan kepentingan umum. 

Oleh karena itu, setiap tindakan yang melampaui batas kewenangan dapat 

dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. 

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

mengatur bahwa pejabat pemerintahan wajib bertindak sesuai 

kewenangannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan 

oleh pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan 

tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks Penjabat 
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dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, ketentuan tersebut menjadi dasar 

normatif pembatasan kewenangan agar pejabat sementara tidak melampaui 

ruang lingkup tugas yang diberikan kepadanya. 

Selanjutnya, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan melarang pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan 

wewenang, termasuk bertindak melampaui kewenangan, 

mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang. 

Larangan tersebut sangat relevan dalam pelaksanaan tugas Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah karena pejabat sementara memiliki posisi 

yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan akibat tidak adanya 

legitimasi politik langsung dari rakyat. Oleh karena itu, pembatasan 

kewenangan menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas 

pemerintahan daerah. 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga mengatur 

bahwa penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan harus memenuhi 

syarat tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam praktik pemerintahan daerah, Penjabat dan Pelaksana 

Tugas Kepala Daerah terkadang menghadapi kondisi tertentu yang 

memerlukan pengambilan keputusan cepat. Namun penggunaan diskresi 

tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional, rasional, dan sesuai 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

meskipun pejabat sementara diberikan ruang bertindak dalam kondisi 
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tertentu, penggunaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip 

hukum administrasi negara. 

Pembatasan kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala 

Daerah juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat 

Wali Kota. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Penjabat Kepala 

Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang 

telah diterbitkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran 

daerah, serta mengambil kebijakan yang bertentangan dengan program 

pemerintah pusat tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan ini 

menunjukkan adanya pengawasan langsung pemerintah pusat terhadap 

penggunaan kewenangan oleh pejabat sementara di daerah. 

Dalam perspektif teori pembatasan kekuasaan, pembatasan 

kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan 

bentuk implementasi prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan 

tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena 

itu, hukum berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan agar pejabat 

pemerintahan menjalankan kewenangannya secara proporsional dan 

bertanggung jawab.103 Dalam konteks ini, pembatasan terhadap Pj dan Plt 

diperlukan karena keduanya tidak memiliki legitimasi politik penuh seperti 

kepala daerah definitif. 

 
103 Montesquieu, The Spirit of Laws, diterjemahkan, (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 69 



94 

 

Pembatasan kewenangan tersebut juga berkaitan erat dengan asas 

legalitas dalam negara hukum. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap 

tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh 

karena itu, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah tidak dapat 

menggunakan kewenangannya di luar batas yang telah ditentukan undang-

undang. Dengan adanya asas legalitas, penggunaan kekuasaan 

pemerintahan dapat dikontrol dan diuji keabsahannya secara hukum 

sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pejabat 

sementara. 

Selain asas legalitas, pembatasan kewenangan Pj dan Plt juga 

berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), 

seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kepentingan umum, 

dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. AUPB menjadi pedoman etis 

dan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan 

kewenangannya. Dalam praktik pemerintahan daerah, penerapan AUPB 

sangat penting agar kebijakan yang diambil oleh Penjabat dan Pelaksana 

Tugas Kepala Daerah tetap mencerminkan prinsip keadilan dan 

kemanfaatan bagi masyarakat.104 

Pembatasan kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala 

Daerah pada akhirnya bertujuan untuk mencegah terjadinya abuse of 

power atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat 

terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan 

 
104 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2005), h. 156 
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pribadi, kelompok, atau tujuan politik tertentu yang bertentangan dengan 

kepentingan umum. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan dan 

pengawasan terhadap pejabat sementara menjadi bagian penting dalam 

menjaga integritas pemerintahan daerah serta mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan akuntabel. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan 

kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah 

merupakan konsekuensi logis dari kedudukan mereka sebagai pejabat 

sementara dalam pemerintahan daerah. Pembatasan tersebut meliputi 

larangan mengambil kebijakan strategis, larangan mutasi pegawai, serta 

larangan mengambil keputusan berdampak luas tanpa persetujuan 

pemerintah pusat. Secara yuridis, pembatasan tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 

2023. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, 

pembatasan kewenangan tersebut merupakan implementasi teori 

pembatasan kekuasaan, asas legalitas, AUPB, dan upaya pencegahan 

penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

6. Problematika Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Penjabat (Pj) 

dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah 

Keberadaan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 

Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia pada dasarnya 

dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan 

pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif. 
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Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, keberadaan Pj dan Plt 

menimbulkan berbagai problematika yuridis yang berkaitan dengan 

kedudukan hukum, legitimasi, dan pelaksanaan kewenangannya. 

Problematika tersebut muncul karena pengaturan mengenai Pj dan Plt 

masih menyisakan berbagai kekaburan norma dan ketidaksesuaian antara 

konsep hukum dengan praktik pemerintahan daerah.105 Oleh karena itu, 

diperlukan analisis mendalam terhadap berbagai persoalan tersebut agar 

dapat dipahami sejauh mana pengaturan Pj dan Plt telah sesuai dengan 

prinsip negara hukum dan demokrasi. 

Salah satu problematika utama adalah adanya ambiguitas 

pengaturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) 

dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Meskipun pengaturan mengenai 

Pj dan Plt telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta berbagai peraturan 

pelaksana lainnya, namun masih terdapat ketidakjelasan mengenai batas 

kewenangan yang dapat dijalankan oleh pejabat sementara tersebut. 

Beberapa ketentuan hanya menjelaskan larangan umum tanpa memberikan 

parameter yang tegas mengenai kategori kebijakan strategis atau 

keputusan yang dianggap berdampak luas. Akibatnya, dalam praktik 

pemerintahan daerah sering terjadi perbedaan penafsiran terhadap ruang 

lingkup kewenangan Pj dan Plt. 

 
105 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h. 64 
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Ambiguitas pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian 

hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif 

negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip 

fundamental yang harus dijamin dalam setiap tindakan pemerintahan. 

Namun dalam praktiknya, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah 

sering menghadapi kebingungan dalam menentukan apakah suatu 

kebijakan masih termasuk kewenangannya atau justru melampaui batas 

kewenangan yang diperbolehkan.106 Kondisi ini menunjukkan bahwa 

regulasi mengenai Pj dan Plt masih membutuhkan pengaturan yang lebih 

rinci dan sistematis agar tidak menimbulkan multitafsir dalam 

pelaksanaannya. 

Problematika berikutnya adalah ketidakjelasan batas kewenangan 

Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Secara normatif, 

pejabat sementara hanya diperbolehkan menjalankan kewenangan 

administratif dan rutin pemerintahan. Namun dalam praktiknya, seringkali 

terdapat kebutuhan mendesak di daerah yang mengharuskan pejabat 

sementara mengambil kebijakan strategis demi kepentingan masyarakat. 

Di sisi lain, peraturan perundang-undangan membatasi ruang gerak Pj dan 

Plt agar tidak mengambil keputusan yang berdampak luas tanpa 

persetujuan pemerintah pusat. Ketidakseimbangan antara kebutuhan 

praktis pemerintahan dengan pembatasan normatif tersebut menyebabkan 

efektivitas pemerintahan daerah sering mengalami hambatan. 

 
106 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2005), h. 160 
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Selain itu, problematika yuridis yang cukup mendasar adalah 

lemahnya legitimasi demokratis Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) 

Kepala Daerah. Dalam sistem demokrasi, kepala daerah idealnya dipilih 

langsung oleh rakyat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kedaulatan 

rakyat. Namun Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah diangkat 

melalui mekanisme administratif oleh pemerintah pusat sehingga tidak 

memperoleh legitimasi politik langsung dari masyarakat.107 Kondisi ini 

menimbulkan persoalan konstitusional dan politik karena pejabat yang 

menjalankan fungsi pemerintahan daerah tidak memiliki mandat elektoral 

sebagaimana kepala daerah definitif. 

Lemahnya legitimasi demokratis tersebut berpotensi menimbulkan 

rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh 

Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Dalam praktiknya, tidak 

sedikit masyarakat maupun elite politik daerah yang memandang Pj dan 

Plt hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

Akibatnya, kebijakan yang diambil oleh pejabat sementara seringkali 

dianggap kurang merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini 

menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan administratif 

pemerintahan dengan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan 

daerah di Indonesia. 

Problematika lain yang muncul adalah potensi konflik kepentingan 

dalam pengangkatan dan pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah. 

 
107 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 135 



99 

 

Karena pengangkatan Pj dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Presiden 

dan Menteri Dalam Negeri, maka terdapat kemungkinan adanya 

kepentingan politik tertentu dalam proses penunjukan pejabat sementara 

tersebut.108 Kondisi ini menjadi perhatian terutama menjelang pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah karena Penjabat Kepala Daerah memiliki posisi 

strategis dalam mengendalikan birokrasi dan administrasi pemerintahan 

daerah. Oleh karena itu, netralitas Penjabat Kepala Daerah sering menjadi 

sorotan dalam dinamika politik daerah. 

Potensi konflik kepentingan juga dapat terjadi dalam pelaksanaan 

kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Meskipun 

secara normatif kewenangan mereka dibatasi, namun dalam praktiknya 

pejabat sementara tetap memiliki pengaruh terhadap birokrasi 

pemerintahan daerah. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik tertentu, seperti 

memengaruhi birokrasi, pengelolaan anggaran, maupun kebijakan strategis 

daerah. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap Pj dan Plt menjadi sangat 

penting untuk menjaga netralitas dan integritas pemerintahan daerah. 

Ketergantungan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah 

terhadap pemerintah pusat juga menjadi problematika tersendiri dalam 

perspektif otonomi daerah. Sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah 

pusat, Pj memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan pusat 

sehingga ruang independensinya dalam menjalankan pemerintahan daerah 

 
108 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 118 
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menjadi terbatas.109 Dalam praktiknya, banyak kebijakan strategis yang 

harus memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sehingga proses 

pengambilan keputusan di daerah menjadi lambat dan birokratis. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa keberadaan Pj dan Plt dalam beberapa hal justru 

memperkuat sentralisasi pemerintahan di tengah semangat desentralisasi 

dan otonomi daerah. 

Ketergantungan terhadap pemerintah pusat tersebut juga 

berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam 

beberapa kasus, Penjabat Kepala Daerah mengalami kesulitan mengambil 

keputusan cepat karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Padahal 

pemerintahan daerah sering menghadapi persoalan mendesak yang 

membutuhkan tindakan segera, seperti bencana daerah, konflik sosial, dan 

kebutuhan pelayanan publik. Pembatasan kewenangan yang terlalu ketat 

menyebabkan pejabat sementara tidak dapat bertindak optimal dalam 

menyelesaikan persoalan daerah.110 Akibatnya, pelayanan publik dan 

pelaksanaan pembangunan daerah berpotensi mengalami hambatan selama 

masa kepemimpinan pejabat sementara. 

Problematika efektivitas pemerintahan daerah juga terlihat dari 

keterbatasan legitimasi politik Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala 

Daerah dalam membangun hubungan dengan DPRD maupun masyarakat 

daerah. Karena tidak dipilih melalui proses politik langsung, pejabat 

sementara seringkali menghadapi kesulitan memperoleh dukungan politik 
 

109 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 49 
110 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 151 
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dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Kondisi ini dapat menghambat 

koordinasi pemerintahan dan memperlambat proses pengambilan 

keputusan di daerah. Dengan demikian, keberadaan Pj dan Plt 

menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas politik dan 

administrasi pemerintahan daerah. 

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan 

praktik pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewenangan Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Secara normatif, pejabat sementara 

dibatasi untuk tidak mengambil kebijakan strategis, namun dalam 

praktiknya terdapat berbagai kebijakan penting yang tetap harus diambil 

demi kepentingan masyarakat. Akibatnya, tidak jarang terjadi kondisi di 

mana pejabat sementara melakukan tindakan yang secara administratif 

diperlukan tetapi secara normatif berada dalam area abu-abu kewenangan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya 

mampu menjawab kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Dalam perspektif teori negara hukum, problematika tersebut 

menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Penjabat dan Pelaksana Tugas 

Kepala Daerah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip 

kepastian hukum, legalitas, dan pembatasan kekuasaan. Negara hukum 

menuntut agar setiap penggunaan kewenangan pemerintahan memiliki 

dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Namun 

dalam praktiknya, pengaturan yang ambigu dan pembatasan kewenangan 
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yang tidak tegas justru menimbulkan persoalan baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.111 Oleh karena itu, diperlukan 

reformulasi pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif 

mengenai kedudukan dan kewenangan pejabat sementara di daerah. 

Dari perspektif teori kewenangan, problematika Pj dan Plt 

menunjukkan adanya ketidakjelasan sumber dan batas penggunaan 

kewenangan dalam praktik pemerintahan daerah. Kewenangan Penjabat 

Kepala Daerah yang berasal dari penunjukan pemerintah pusat serta 

kewenangan Plt yang bersumber dari mandat administratif seringkali 

menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Hal ini terutama 

berkaitan dengan sejauh mana pejabat sementara dapat menjalankan fungsi 

pemerintahan daerah secara efektif tanpa melampaui batas kewenangan 

yang diberikan oleh hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa problematika 

yuridis kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas 

(Plt) Kepala Daerah meliputi ambiguitas pengaturan hukum, 

ketidakjelasan batas kewenangan, lemahnya legitimasi demokratis, potensi 

konflik kepentingan, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, hambatan 

efektivitas pemerintahan daerah, serta ketidaksesuaian antara norma 

hukum dengan praktik pemerintahan daerah. Problematika tersebut 

menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Pj dan Plt masih memerlukan 

penyempurnaan agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum, 

 
111 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, …h. 66 
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demokrasi, otonomi daerah, dan teori kewenangan dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. 

7. Dampak Pembatasan Kewenangan Terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) 

Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang bertujuan mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat sementara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Pembatasan tersebut dilakukan karena Pj dan Plt 

tidak memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat sebagaimana kepala 

daerah definitif hasil pemilihan umum. Namun demikian, dalam praktik 

pemerintahan daerah, pembatasan kewenangan tersebut menimbulkan 

berbagai dampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan daerah, 

pengambilan keputusan, maupun stabilitas pemerintahan.112 Oleh karena 

itu, pembatasan kewenangan perlu dianalisis secara komprehensif agar 

dapat dipahami sejauh mana pengaruhnya terhadap jalannya pemerintahan 

daerah. 

Salah satu dampak pembatasan kewenangan Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah terlihat dalam bidang pelayanan publik. 

Pemerintah daerah pada dasarnya memiliki tanggung jawab memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan berkelanjutan. 

Namun dalam praktiknya, keterbatasan kewenangan Pj dan Plt sering 

 
112 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 122 



104 

 

menyebabkan proses pelayanan publik menjadi kurang optimal, terutama 

ketika pelayanan tersebut membutuhkan keputusan strategis atau kebijakan 

administratif tertentu.113 Misalnya, pembatasan dalam pengambilan 

keputusan anggaran dan mutasi pejabat dapat memengaruhi efektivitas 

birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pembatasan kewenangan juga berdampak terhadap pembangunan 

daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan 

membutuhkan kebijakan yang cepat dan terarah agar program-program 

daerah dapat berjalan sesuai target. Namun Penjabat dan Pelaksana Tugas 

Kepala Daerah dibatasi untuk mengambil kebijakan strategis tanpa 

persetujuan pemerintah pusat. Akibatnya, berbagai program pembangunan 

daerah sering mengalami keterlambatan karena proses koordinasi dan 

perizinan yang panjang.114 Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan 

kewenangan yang terlalu ketat dapat menghambat efektivitas 

pembangunan daerah, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan 

cepat dan responsif. 

Selain itu, dampak pembatasan kewenangan juga terlihat dalam 

proses pengambilan keputusan pemerintahan daerah. Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah sering menghadapi dilema antara 

kebutuhan mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat dengan 

keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Dalam praktiknya, banyak 

keputusan pemerintahan daerah yang memerlukan persetujuan pemerintah 
 

113 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 159 
114 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: FH UII Press, 

2001), h. 37 
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pusat terlebih dahulu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi 

lebih lambat. Akibatnya, penyelesaian berbagai persoalan daerah, seperti 

penanganan konflik sosial, pengelolaan anggaran darurat, dan 

pembangunan infrastruktur, tidak dapat dilakukan secara optimal. 

Dampak lain dari pembatasan kewenangan adalah terhadap 

stabilitas pemerintahan daerah. Keberadaan Penjabat dan Pelaksana Tugas 

Kepala Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas 

pemerintahan selama masa transisi kekuasaan. Namun dalam praktiknya, 

keterbatasan kewenangan pejabat sementara seringkali justru 

menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Hal ini terutama terjadi ketika pejabat sementara tidak memiliki 

kekuatan politik dan administratif yang cukup untuk mengendalikan 

birokrasi daerah.115 Akibatnya, koordinasi pemerintahan menjadi kurang 

efektif dan stabilitas administrasi pemerintahan daerah dapat terganggu. 

Salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya pengisian jabatan 

sementara dalam pemerintahan daerah adalah kasus Ade Yasin, Bupati 

Bogor yang tersangkut perkara korupsi dan kemudian diberhentikan 

sementara dari jabatannya. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintahan 

daerah harus dijalankan oleh pejabat sementara untuk menjaga 

keberlangsungan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam 

praktiknya, meskipun pemerintahan daerah tetap berjalan, namun terdapat 

berbagai hambatan dalam pengambilan kebijakan strategis karena pejabat 

 
115 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h. 69 
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sementara memiliki kewenangan yang terbatas. Kasus ini menunjukkan 

bahwa pembatasan kewenangan pejabat sementara di satu sisi penting 

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi di sisi lain dapat 

memengaruhi efektivitas pemerintahan daerah. 

Kasus lain yang dapat dianalisis adalah kasus Gatot Pujo Nugroho, 

Gubernur Sumatera Utara yang diberhentikan karena tersangkut perkara 

tindak pidana korupsi. Setelah pemberhentian tersebut, pemerintahan 

daerah dijalankan oleh pejabat sementara guna menjaga stabilitas 

pemerintahan provinsi. Namun dalam praktiknya, keterbatasan 

kewenangan pejabat sementara menyebabkan sejumlah kebijakan strategis 

daerah tidak dapat dijalankan secara optimal. Beberapa program 

pembangunan mengalami hambatan karena pejabat sementara tidak 

memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan yang berdampak luas 

terhadap pemerintahan daerah. 

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Penjabat 

dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah memiliki fungsi penting dalam 

menjaga kesinambungan pemerintahan daerah ketika kepala daerah 

definitif tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun pembatasan 

kewenangan yang melekat pada pejabat sementara sering menimbulkan 

hambatan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam kondisi tertentu, pejabat sementara harus menghadapi persoalan 

pemerintahan yang kompleks tanpa memiliki kewenangan penuh untuk 

mengambil kebijakan strategis. Oleh karena itu, keseimbangan antara 
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pembatasan kekuasaan dan efektivitas pemerintahan menjadi persoalan 

penting dalam pengaturan Pj dan Plt Kepala Daerah. 

Analisis terhadap efektivitas pemerintahan daerah selama dipimpin 

oleh Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah menunjukkan adanya 

dualisme antara aspek legalitas dan kebutuhan praktis pemerintahan. Dari 

sisi legalitas, pembatasan kewenangan diperlukan untuk menjaga prinsip 

negara hukum dan mencegah abuse of power oleh pejabat sementara. 

Namun dari sisi praktis, pembatasan yang terlalu ketat dapat menghambat 

jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam situasi darurat atau 

kebutuhan pembangunan yang mendesak.116 Kondisi ini menunjukkan 

bahwa regulasi mengenai pembatasan kewenangan Pj dan Plt perlu 

dirumuskan secara proporsional agar tetap mampu menjaga efektivitas 

pemerintahan daerah. 

Dalam perspektif asas kemanfaatan, pembatasan kewenangan 

pejabat sementara harus diarahkan untuk memberikan manfaat terbesar 

bagi masyarakat. Asas kemanfaatan dalam hukum administrasi negara 

menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintahan harus 

mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.117 

Oleh karena itu, pembatasan kewenangan Pj dan Plt tidak boleh 

menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah secara 

berlebihan. Pengaturan pembatasan kewenangan seharusnya tetap 

 
116 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2005), h. 168 
117 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, …h. 161 
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memberikan ruang bagi pejabat sementara untuk mengambil tindakan 

tertentu yang diperlukan demi kepentingan masyarakat. 

Selain asas kemanfaatan, efektivitas pemerintahan juga menjadi 

aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan 

yang efektif adalah pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi 

pelayanan publik, pembangunan, dan administrasi pemerintahan secara 

optimal. Dalam konteks ini, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah 

harus tetap memiliki ruang gerak yang cukup untuk menjalankan 

pemerintahan daerah secara efektif meskipun kewenangannya dibatasi.118 

Oleh karena itu, pembatasan kewenangan harus dilakukan secara 

proporsional agar tidak menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan 

daerah. 

Dalam perspektif teori negara hukum, pembatasan kewenangan 

Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan bentuk 

implementasi prinsip pembatasan kekuasaan untuk mencegah tindakan 

sewenang-wenang. Namun negara hukum juga menuntut agar 

pemerintahan tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan dan 

perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh 

hanya berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan, tetapi juga harus 

mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan demi 

tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

 
118 Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 

h. 115 
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Selain itu, teori kewenangan juga menegaskan bahwa penggunaan 

kewenangan pemerintahan harus dilakukan sesuai tujuan pemberian 

kewenangan tersebut. Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah 

diberikan kewenangan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan 

daerah, bukan sekadar menjalankan administrasi secara pasif. Oleh karena 

itu, pembatasan kewenangan seharusnya tidak menutup kemungkinan bagi 

pejabat sementara untuk mengambil keputusan tertentu yang diperlukan 

demi kepentingan masyarakat dan stabilitas pemerintahan daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan 

kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah 

memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, terutama dalam aspek pelayanan publik, pembangunan daerah, 

pengambilan keputusan, dan stabilitas pemerintahan. Kasus Ade Yasin dan 

Gatot Pujo Nugroho menunjukkan bahwa keberadaan pejabat sementara 

sangat penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah, 

namun keterbatasan kewenangan mereka sering menghambat efektivitas 

pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan 

kewenangan Pj dan Plt perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap 

memperhatikan asas kemanfaatan dan efektivitas pemerintahan agar 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan optimal sesuai prinsip 

negara hukum dan kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat 

(Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan 
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daerah di Indonesia, penulis berpendapat bahwa keberadaan Pj dan Plt pada 

dasarnya merupakan kebutuhan konstitusional dalam menjaga kesinambungan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan 

kepala daerah definitif. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan 

demokratis dan desentralisasi seperti Indonesia, pemerintahan daerah tidak 

dapat dibiarkan mengalami kekosongan kekuasaan karena hal tersebut dapat 

mengganggu pelayanan publik, stabilitas pemerintahan, dan pelaksanaan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan bentuk solusi hukum yang 

diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah. 

Namun demikian, penulis menilai bahwa pengaturan mengenai 

kedudukan dan kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah 

saat ini masih belum sepenuhnya ideal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya 

ketidakjelasan norma mengenai batas kewenangan pejabat sementara dalam 

menjalankan pemerintahan daerah. Regulasi yang ada cenderung memberikan 

pembatasan secara umum tanpa memberikan parameter yang jelas mengenai 

tindakan atau kebijakan apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. 

Akibatnya, dalam praktik pemerintahan daerah sering terjadi perbedaan 

penafsiran terhadap ruang lingkup kewenangan Pj dan Plt sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Penulis juga berpendapat bahwa pembatasan kewenangan Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah pada dasarnya diperlukan sebagai bentuk 

implementasi prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Pejabat 
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sementara yang tidak memperoleh legitimasi politik langsung dari rakyat 

memang harus dibatasi agar tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-

wenang. Pembatasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan, intervensi politik, maupun tindakan 

administratif yang dapat merugikan kepentingan daerah dan masyarakat. 

Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan merupakan instrumen hukum 

untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah selama masa transisi 

kepemimpinan. 

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa pembatasan kewenangan 

yang berlaku saat ini dalam beberapa hal cenderung terlalu ketat dan 

berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam praktiknya, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah sering 

menghadapi persoalan pemerintahan yang membutuhkan keputusan cepat dan 

strategis demi kepentingan masyarakat. Namun karena keterbatasan 

kewenangan yang dimiliki, banyak kebijakan penting tidak dapat segera 

dilaksanakan tanpa persetujuan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan 

proses pemerintahan menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan 

daerah. 

Menurut penulis, pembatasan kewenangan yang terlalu ketat dapat 

menimbulkan dilema dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di satu 

sisi, hukum berupaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat 

sementara. Namun di sisi lain, pemerintahan daerah tetap membutuhkan 

pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara efektif dalam 
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menghadapi persoalan daerah. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan 

seharusnya dilakukan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang 

tertentu bagi Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah untuk mengambil 

kebijakan yang diperlukan demi kepentingan umum dan keberlangsungan 

pelayanan publik. 

Penulis juga menilai bahwa lemahnya legitimasi demokratis Penjabat 

dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah menjadi salah satu persoalan mendasar 

dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Kepala daerah definitif 

memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan 

Penjabat dan Pelaksana Tugas hanya memperoleh legitimasi administratif 

melalui penunjukan pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan persoalan 

dalam perspektif demokrasi karena pejabat yang menjalankan fungsi 

pemerintahan daerah tidak memiliki mandat langsung dari masyarakat. Oleh 

karena itu, keberadaan Pj dan Plt seharusnya benar-benar bersifat sementara 

dan tidak dijadikan sebagai mekanisme pemerintahan jangka panjang. 

Selain itu, penulis berpendapat bahwa dominasi pemerintah pusat 

dalam pengangkatan Penjabat Kepala Daerah menunjukkan masih kuatnya 

kecenderungan sentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. 

Padahal semangat reformasi dan otonomi daerah menekankan pentingnya 

desentralisasi serta kemandirian daerah dalam mengatur urusan 

pemerintahannya sendiri. Dalam praktiknya, pengangkatan Penjabat Kepala 

Daerah yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat sering 

menimbulkan persepsi bahwa pejabat sementara lebih berpihak kepada 
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kepentingan pusat dibandingkan kepentingan daerah. Hal ini berpotensi 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menilai perlunya reformulasi 

pengaturan hukum mengenai Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah 

agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan efektivitas 

pemerintahan. Reformulasi tersebut diperlukan karena regulasi yang ada saat 

ini belum mampu memberikan keseimbangan antara pembatasan kekuasaan 

dan kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan 

yang terlalu ketat justru berpotensi menghambat pelayanan publik dan 

pembangunan daerah, sedangkan pengaturan yang terlalu longgar dapat 

membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 

Salah satu solusi normatif yang dapat dilakukan menurut penulis 

adalah revisi terhadap regulasi yang mengatur Penjabat dan Pelaksana Tugas 

Kepala Daerah, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Revisi tersebut perlu 

dilakukan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai ruang 

lingkup kewenangan pejabat sementara, kategori kebijakan strategis, serta 

mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan. Dengan demikian, 

tidak akan terjadi lagi multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah. 

Selain revisi regulasi, penulis juga memandang perlu adanya 

penegasan batas kewenangan antara kepala daerah definitif dengan Penjabat 

dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Penegasan tersebut penting agar pejabat 
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sementara memiliki kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan 

daerah. Regulasi seharusnya secara tegas menentukan kebijakan apa saja yang 

dapat diambil oleh Pj dan Plt tanpa persetujuan pemerintah pusat, serta 

kebijakan apa saja yang wajib memperoleh izin terlebih dahulu. Dengan 

adanya kejelasan tersebut, efektivitas pemerintahan daerah dapat tetap terjaga 

tanpa mengabaikan prinsip pembatasan kekuasaan. 

Penulis juga berpendapat bahwa penguatan legitimasi Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah perlu dilakukan melalui mekanisme yang 

lebih transparan dan akuntabel. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 

sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan partisipasi publik, masukan 

DPRD, dan aspek profesionalitas birokrasi sehingga pejabat yang ditunjuk 

benar-benar memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan 

pemerintahan daerah. Transparansi dalam proses pengangkatan sangat penting 

untuk mengurangi kecurigaan politik dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pejabat sementara. 

Selain itu, penulis menilai bahwa mekanisme pengawasan terhadap 

Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah perlu diperkuat agar 

penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum. Pengawasan 

tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan administratif oleh pemerintah 

pusat, pengawasan politik oleh DPRD, serta pengawasan hukum oleh lembaga 

peradilan dan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, maka 

potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat sementara dapat 

diminimalisasi tanpa harus membatasi kewenangan secara berlebihan. 
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Dalam perspektif teori negara hukum, reformulasi pengaturan 

mengenai Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah harus tetap 

berorientasi pada prinsip legalitas, kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, 

dan perlindungan hak masyarakat. Negara hukum tidak hanya menuntut 

adanya pembatasan kekuasaan, tetapi juga menghendaki pemerintahan yang 

efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi 

mengenai pejabat sementara harus dirancang secara seimbang antara 

kepentingan pengawasan dan efektivitas pemerintahan. 

Dalam perspektif teori kewenangan, penulis menilai bahwa 

kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah seharusnya 

diberikan secara proporsional sesuai tujuan pengangkatan mereka, yaitu 

menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kewenangan 

yang diberikan tidak boleh terlalu sempit sehingga menghambat 

penyelenggaraan pemerintahan, namun juga tidak boleh terlalu luas sehingga 

membuka peluang terjadinya abuse of power. Dengan demikian, 

keseimbangan antara kewenangan dan pembatasan menjadi aspek penting 

dalam pengaturan hukum mengenai Pj dan Plt Kepala Daerah. 

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana 

Tugas (Plt) Kepala Daerah saat ini masih memerlukan penyempurnaan agar 

lebih sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, otonomi daerah, dan 

efektivitas pemerintahan. Pembatasan kewenangan memang diperlukan untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan, namun pembatasan tersebut tidak boleh 
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menghambat jalannya pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Oleh karena 

itu, reformulasi regulasi, penegasan batas kewenangan, penguatan legitimasi, 

dan pengawasan yang efektif menjadi solusi penting untuk menciptakan 

sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, akuntabel, dan efektif. 

B. Kajian Siyasah tanfidziyah terhadap Analisis Yuridis Kedudukan Dan 

Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah 

Berdasarkan Hukum Tata Negara 

Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang 

membahas tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. 

Dalam konsep ketatanegaraan Islam, Siyasah tanfidziyah berkaitan dengan 

kekuasaan eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan, melaksanakan 

hukum, menjaga kemaslahatan umat, dan memastikan terciptanya keadilan 

dalam kehidupan masyarakat.119 Dalam konteks pemerintahan modern di 

Indonesia, konsep Siyasah tanfidziyah dapat dianalisis terhadap kedudukan 

dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah 

sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan daerah ketika terjadi 

kekosongan jabatan kepala daerah definitif. 

Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, kekuasaan pemerintahan 

merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, 

kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Islam memandang 

bahwa pemimpin memiliki kewajiban menjaga stabilitas pemerintahan dan 

memenuhi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ketika terjadi kekosongan 

 
119 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), h. 177 
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kepemimpinan dalam pemerintahan daerah, negara wajib menghadirkan 

pejabat sementara untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap 

berlangsung. Penunjukan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam 

sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip Siyasah 

tanfidziyah yang menghendaki agar pemerintahan tidak mengalami 

kekosongan kekuasaan yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi 

masyarakat.120 

Konsep kepemimpinan dalam Siyasah tanfidziyah didasarkan pada 

prinsip amanah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Surah An-

Nisa ayat 58: 

۞  ٓ  ٓ

  ٓ  ٓ  ٓ  ٓ

۝  
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.121 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan 

merupakan amanah yang harus diberikan kepada pihak yang mampu 

menjalankannya secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks Penjabat 

dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah 

pusat seharusnya merupakan individu yang memiliki integritas, kapasitas, dan 

 
120 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1997), h. 223 
121 https://quran.nu.or.id/an-nisa/58 
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kemampuan dalam menjalankan pemerintahan daerah secara profesional serta 

berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Selain prinsip amanah, Siyasah tanfidziyah juga menekankan 

pentingnya ketaatan kepada pemimpin selama kebijakan yang dijalankan tidak 

bertentangan dengan syariat dan kepentingan umum. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 59: 

  ٓ  ٓ  ٓ

  ٓ

ࣖ۝  
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih 

baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).122 

 

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, ulil amri merupakan 

pemegang kekuasaan pemerintahan yang bertanggung jawab mengatur 

kehidupan masyarakat demi terciptanya kemaslahatan. Oleh karena itu, 

Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagai pelaksana pemerintahan 

daerah wajib menjalankan tugasnya sesuai prinsip keadilan, hukum, dan 

kepentingan umum agar tetap memperoleh legitimasi moral dalam 

menjalankan kekuasaan pemerintahan. 

Dalam Siyasah tanfidziyah, tujuan utama pemerintahan adalah 

mewujudkan kemaslahatan umat atau mashlahah al-ummah. Oleh sebab itu, 

pengangkatan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah harus dipahami 

 
122 https://quran.nu.or.id/an-nisa/59 
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sebagai upaya negara menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan 

menghindari terjadinya kekacauan administrasi pemerintahan. Jika 

pemerintahan daerah dibiarkan kosong tanpa adanya pejabat pelaksana, maka 

pelayanan publik, pembangunan daerah, dan perlindungan terhadap 

masyarakat akan terganggu. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip 

Siyasah tanfidziyah yang menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan 

utama kekuasaan pemerintahan.123 

Kedudukan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam 

perspektif Siyasah tanfidziyah dapat dipandang sebagai bentuk niyabah atau 

perwakilan kekuasaan. Dalam hukum tata negara Islam, seorang pemimpin 

dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan 

ketika pemimpin utama tidak dapat menjalankan tugasnya.124 Konsep ini 

menunjukkan bahwa keberadaan Pj dan Plt Kepala Daerah memiliki relevansi 

dengan sistem pemerintahan Islam, karena pada dasarnya pejabat sementara 

tersebut bertugas menjaga keberlangsungan pemerintahan demi kepentingan 

masyarakat. 

Namun demikian, Siyasah tanfidziyah juga menghendaki agar 

penggunaan kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh prinsip keadilan dan tidak 

dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan 

Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 

 
123 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 65 
124 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, diterjemahkan oleh Khalifurrahman 

Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 45 
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pada dasarnya sesuai dengan prinsip Siyasah tanfidziyah. Pembatasan tersebut 

dimaksudkan agar pejabat sementara tidak menyalahgunakan kekuasaan dan 

tetap menjalankan pemerintahan sesuai tujuan pengangkatannya. 

Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, seorang pemimpin tidak 

diperbolehkan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau 

kelompok tertentu. Kekuasaan pemerintahan harus digunakan demi 

kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, larangan bagi Penjabat 

dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pegawai, 

mengambil kebijakan strategis, dan membuat keputusan berdampak luas tanpa 

persetujuan pemerintah pusat merupakan bentuk upaya mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dengan demikian, pembatasan 

kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip siyasah syar’iyyah yang 

menghendaki pemerintahan berjalan secara adil dan bertanggung jawab. 

Selain itu, Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya prinsip 

keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan. Seorang pemimpin wajib 

menjalankan kekuasaan secara adil tanpa membedakan kepentingan kelompok 

tertentu. Dalam konteks Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, prinsip 

keadilan tersebut tercermin dalam kewajiban menjaga netralitas birokrasi dan 

tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik tertentu.125 Oleh karena 

itu, pengawasan terhadap Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah 

menjadi penting agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip 

keadilan dan kemaslahatan. 

 
125 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, …h. 181 
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Meskipun pengangkatan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah 

memiliki tujuan menjaga stabilitas pemerintahan, namun dalam perspektif 

Siyasah tanfidziyah terdapat persoalan terkait legitimasi kepemimpinan. 

Dalam Islam, pemimpin idealnya memperoleh dukungan dan pengakuan dari 

masyarakat agar kekuasaan yang dijalankan memiliki legitimasi moral dan 

sosial. Namun Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah diangkat melalui 

mekanisme administratif oleh pemerintah pusat tanpa melalui pemilihan 

langsung oleh masyarakat.126 Kondisi ini menimbulkan persoalan karena 

legitimasi mereka lebih bersifat administratif dibandingkan legitimasi sosial 

dan politik dari rakyat. 

Dalam Siyasah tanfidziyah, legitimasi pemimpin tidak hanya berasal 

dari pengangkatan formal, tetapi juga dari kemampuan pemimpin menciptakan 

keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah harus mampu menunjukkan integritas, 

profesionalitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat agar tetap 

memperoleh legitimasi moral di tengah masyarakat. Dengan demikian, 

meskipun tidak dipilih secara langsung, pejabat sementara tetap dapat 

menjalankan pemerintahan secara efektif apabila mampu menjaga amanah dan 

kepercayaan masyarakat. 

Penulis menilai bahwa pengaturan mengenai Penjabat dan Pelaksana 

Tugas Kepala Daerah dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki 

kesesuaian dengan prinsip Siyasah tanfidziyah, terutama dalam aspek menjaga 

 
126 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, …h. 229 
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kesinambungan pemerintahan dan mencegah kekosongan kekuasaan. Namun 

demikian, praktik pengangkatan pejabat sementara masih perlu 

disempurnakan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan 

kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam siyasah Islam.127 Pengangkatan 

pejabat sementara seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan kapasitas 

dan integritas, bukan karena kepentingan politik tertentu. 

Selain itu, dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, pembatasan 

kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah memang 

diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, 

pembatasan tersebut tidak boleh menghambat efektivitas pemerintahan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis 

berpendapat bahwa pengaturan mengenai batas kewenangan pejabat sementara 

perlu dirumuskan secara proporsional agar tetap mampu menjaga stabilitas 

pemerintahan dan kemaslahatan rakyat. 

Siyasah tanfidziyah juga menghendaki adanya pengawasan terhadap 

pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, 

pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemimpin menjalankan 

kekuasaan sesuai prinsip keadilan dan syariat. Dalam konteks pemerintahan 

daerah di Indonesia, pengawasan terhadap Penjabat dan Pelaksana Tugas 

Kepala Daerah perlu diperkuat melalui mekanisme administratif, politik, dan 

hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.128 Dengan adanya 

 
127 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah, …h. 71 
128 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, …h. 58 
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pengawasan yang efektif, maka tujuan pembentukan pemerintahan yang adil 

dan maslahat dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan dan 

kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam 

perspektif Siyasah tanfidziyah pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan 

amanah pemerintahan yang bertujuan menjaga kesinambungan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, stabilitas politik, serta kemaslahatan 

masyarakat ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Dalam 

konsep siyasah Islam, kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan 

secara bebas oleh penguasa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan 

penuh tanggung jawab demi kepentingan umat. Oleh karena itu, keberadaan 

Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dapat dipandang sebagai 

instrumen administratif yang dibenarkan selama bertujuan menjaga ketertiban 

pemerintahan, menjamin pelayanan publik tetap berjalan, serta menghindari 

terjadinya kekacauan administratif dan politik di daerah. Apabila kekosongan 

jabatan kepala daerah tidak segera diisi oleh pejabat sementara, maka dapat 

menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan yang pada akhirnya merugikan 

masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. 

Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, keberadaan pemimpin 

sementara juga mencerminkan prinsip maslahah mursalah, yaitu upaya 

menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. 

Penunjukan Pj dan Plt Kepala Daerah dilakukan agar roda pemerintahan tetap 

berjalan meskipun kepala daerah definitif tidak dapat melaksanakan tugasnya 
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karena berbagai alasan, seperti habis masa jabatan, diberhentikan sementara, 

tersangkut persoalan hukum, atau adanya pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah secara serentak. Dengan demikian, pengangkatan pejabat sementara 

pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin 

keberlangsungan pemerintahan dan perlindungan terhadap kepentingan 

masyarakat. Dalam konteks ini, Siyasah tanfidziyah memandang bahwa 

keberadaan pejabat sementara diperbolehkan selama bertujuan menciptakan 

kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta 

syariat Islam. 

Pengaturan mengenai pembatasan kewenangan Penjabat dan Pelaksana 

Tugas Kepala Daerah juga memiliki kesesuaian dengan prinsip siyasah Islam 

yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan serta pencegahan 

penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Dalam ketatanegaraan Islam, 

seorang pemimpin tidak diperbolehkan menggunakan kekuasaan secara 

sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangan yang diberikan 

kepadanya. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kewenangan Pj dan Plt, 

seperti larangan mengambil kebijakan strategis, melakukan mutasi pegawai, 

maupun membuat keputusan yang berdampak luas tanpa persetujuan 

pemerintah pusat, dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan terhadap 

penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor hukum dan 

kemaslahatan masyarakat. Pembatasan tersebut juga menunjukkan bahwa 

kekuasaan dalam Islam harus dijalankan secara proporsional, bertanggung 

jawab, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi rakyat. 
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Namun demikian, dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, pembatasan 

kewenangan tersebut tidak boleh menghilangkan efektivitas pemerintahan 

daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. Pejabat 

sementara tetap harus diberikan ruang tertentu untuk mengambil kebijakan 

yang bersifat mendesak dan diperlukan demi kepentingan masyarakat. Apabila 

pembatasan kewenangan dilakukan secara terlalu ketat, maka hal tersebut 

justru dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintahan, yaitu mewujudkan 

kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip keseimbangan 

antara pembatasan kekuasaan dan efektivitas pemerintahan menjadi aspek 

penting dalam Siyasah tanfidziyah. Kekuasaan memang harus diawasi dan 

dibatasi, tetapi tetap harus mampu digunakan secara optimal untuk menjaga 

stabilitas sosial, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat luas. 

Selain itu, pengangkatan dan pelaksanaan kewenangan Penjabat dan 

Pelaksana Tugas Kepala Daerah harus dilakukan secara adil, transparan, 

profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat agar sejalan dengan 

prinsip-prinsip Siyasah tanfidziyah dalam ketatanegaraan Islam. Dalam Islam, 

keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan 

sehingga setiap kebijakan dan pengangkatan pejabat harus didasarkan pada 

kemampuan, integritas, dan amanah, bukan karena kepentingan politik 

tertentu. Transparansi dalam proses pengangkatan pejabat sementara juga 

sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

serta menghindari munculnya persepsi adanya intervensi politik dari 

pemerintah pusat. Dengan demikian, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala 
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Daerah tidak hanya dipandang sebagai pejabat administratif semata, tetapi 

juga sebagai pelaksana amanah rakyat yang bertanggung jawab mewujudkan 

pemerintahan yang adil, efektif, dan maslahat sesuai dengan nilai-nilai Siyasah 

tanfidziyah dalam Islam. 

Pengangkatan Penjabat (Pj) maupun Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 

Daerah memiliki relevansi dengan praktik ketatanegaraan Islam yang telah 

dicontohkan sejak masa Rasulullah SAW. Walaupun istilah Penjabat (Pj) dan 

Pelaksana Tugas (Plt) tidak dikenal secara terminologis dalam sistem 

pemerintahan Islam klasik, substansi pengangkatan pejabat sementara telah 

dipraktikkan melalui konsep istikhlaf (penunjukan pengganti sementara) dan 

niyabah (perwakilan dalam menjalankan pemerintahan). Konsep tersebut 

bertujuan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan ketika 

pemimpin utama berhalangan menjalankan tugasnya sehingga pelayanan 

kepada masyarakat tetap berlangsung secara efektif.129 

Praktik tersebut dapat ditemukan pada masa Rasulullah SAW ketika 

beliau beberapa kali meninggalkan Kota Madinah untuk memimpin 

peperangan maupun perjalanan dakwah. Dalam keadaan tersebut Rasulullah 

SAW selalu menunjuk seorang sahabat untuk menggantikan beliau mengelola 

urusan pemerintahan di Madinah. Salah satu peristiwa yang paling terkenal 

terjadi ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Perang Tabuk pada tahun 

ke-9 Hijriah. Pada saat itu beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk 

menggantikan beliau menjaga Madinah. Ketika Ali bin Abi Thalib merasa 

 
129 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: 

Qisthi Press, 2014), h. 27 
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keberatan karena tidak ikut berjihad bersama kaum muslimin, Rasulullah 

SAW bersabda: 

 
Artinya: Tidakkah engkau rela kedudukanmu di sisiku seperti 

kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan 

kewenangan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjalankan urusan 

pemerintahan selama beliau tidak berada di Madinah. Kewenangan tersebut 

bukan merupakan perpindahan kekuasaan secara permanen, melainkan 

penugasan sementara demi menjamin keberlangsungan pemerintahan. Dalam 

perspektif hukum tata negara modern, praktik tersebut memiliki substansi 

yang serupa dengan pengangkatan Penjabat maupun Pelaksana Tugas yang 

bertujuan menghindari kekosongan pemerintahan. 

Selain Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW juga beberapa kali 

menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum sebagai wakil beliau ketika 

meninggalkan Madinah. Penunjukan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah 

SAW menerapkan mekanisme pendelegasian tugas pemerintahan kepada 

sahabat yang dinilai memiliki integritas dan kemampuan untuk mengelola 

urusan masyarakat selama beliau tidak berada di pusat pemerintahan.130 

Praktik ini kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar 

Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib 

 
130 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 186 
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juga memberikan mandat kepada gubernur maupun pejabat tertentu untuk 

menjalankan urusan pemerintahan di wilayah tertentu sesuai dengan 

kebutuhan administrasi negara. Dalam literatur fikih siyasah, praktik tersebut 

dikenal dengan istilah istikhlaf, yaitu penunjukan seseorang untuk 

menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan secara sementara tanpa 

menghilangkan kedudukan pemimpin yang sesungguhnya.131 

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 

ayat 58: 

 
Artimya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanah kepada yang berhak menerimanya. 

Ayat tersebut menegaskan bahwa jabatan pemerintahan merupakan 

amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi, 

integritas, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengangkatan Penjabat (Pj) maupun 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

harus didasarkan pada prinsip amanah, profesionalitas, dan kemaslahatan 

masyarakat. 

Hal tersebut juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW: 

 

 
131 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin …, h. 191 
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Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan 

dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. 

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pejabat yang diberikan 

amanah, termasuk pejabat sementara, tetap memikul tanggung jawab hukum, 

moral, dan keagamaan atas setiap kebijakan yang diambil selama menjalankan 

tugas pemerintahan. Dalam kajian fikih siyasah, legitimasi pengangkatan 

Penjabat maupun Pelaksana Tugas juga sejalan dengan kaidah fikih: 

 
Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus 

didasarkan pada kemaslahatan. 

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa seluruh tindakan 

pemerintah, termasuk pengangkatan pejabat sementara ketika terjadi 

kekosongan jabatan kepala daerah, harus diarahkan untuk menjaga 

kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Dengan demikian, pengangkatan 

Penjabat (Pj) maupun Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia dapat dipandang selaras dengan prinsip Siyasah 

Tanfidziyah, sepanjang dilakukan oleh otoritas yang sah, memiliki dasar 

hukum yang jelas, tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan, serta 

seluruh kebijakannya diarahkan untuk menjamin keberlangsungan 

pemerintahan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.132 

 

 
132 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 147 
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Tabel 4.1 

POIN PEMBAHASAN 

Permasalahan Penjabat (Pj) Pelaksana Tugas 

(Plt) 

Siyasah 

Tanfidziyah 

Kedudukan Pejabat sementara 

yang ditunjuk oleh 

Presiden/Menteri 

Dalam Negeri untuk 

mengisi kekosongan 

jabatan kepala daerah 

sampai terpilih 

kepala daerah 

definitif. 

Pejabat yang 

menjalankan tugas 

kepala daerah 

karena kepala 

daerah 

berhalangan 

sementara, 

diberhentikan 

sementara, atau 

terjadi 

kekosongan 

jabatan sesuai 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan. 

Pemimpin 

sementara tetap 

berkedudukan 

sebagai ulil amri 

yang wajib 

menjalankan 

amanah 

pemerintahan demi 

kemaslahatan 

masyarakat. 

Dasar Hukum UUD NRI Tahun 

1945, UU No. 23 

Tahun 2014, UU No. 

10 Tahun 2016, 

Permendagri No. 4 

Tahun 2023, Putusan 

MK No. 67/PUU-

XIX/2021. 

UUD NRI Tahun 

1945, UU No. 23 

Tahun 2014, UU 

No. 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

serta ketentuan 

administrasi 

pemerintahan 

lainnya. 

Berlandaskan Al-

Qur'an QS. An-

Nisa ayat 58, QS. 

An-Nisa ayat 59, 

prinsip amanah, 

keadilan, syura, 

dan kaidah tasarruf 

al-imam 'ala al-

ra'iyyah manuthun 

bil maslahah. 

Kewenangan Menyelenggarakan 

pemerintahan daerah, 

pelayanan publik, dan 

pembangunan daerah 

dengan kewenangan 

yang dibatasi 

terhadap kebijakan 

strategis. 

Menjalankan 

tugas administratif 

kepala daerah 

berdasarkan 

mandat dengan 

kewenangan yang 

lebih terbatas 

dibanding kepala 

daerah definitif. 

Kewenangan harus 

digunakan secara 

adil, proporsional, 

tidak melampaui 

batas, serta 

berorientasi pada 

kemaslahatan 

umat. 

Ruang Lingkup Mengelola 

administrasi 

pemerintahan, APBD 

yang telah berjalan, 

Menjamin 

keberlangsungan 

administrasi 

pemerintahan, 

Ruang lingkup 

kepemimpinan 

meliputi 

pelaksanaan 
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pelayanan publik, 

koordinasi 

pembangunan, dan 

pelaksanaan urusan 

pemerintahan sehari-

hari. 

pelayanan publik, 

dan pelaksanaan 

tugas rutin sampai 

kepala daerah 

definitif kembali 

atau dilantik. 

amanah, menjaga 

stabilitas 

pemerintahan, 

melindungi 

kepentingan 

masyarakat, dan 

mewujudkan 

keadilan. 

Problematika 

Yuridis 

Legitimasi 

demokratis lemah 

karena tidak dipilih 

langsung oleh rakyat, 

pembatasan 

kewenangan belum 

diatur secara tegas 

dalam praktik, serta 

ketergantungan pada 

persetujuan 

pemerintah pusat. 

Ketidakjelasan 

batas kewenangan 

antara tugas 

administratif dan 

kebijakan strategis 

sehingga sering 

menimbulkan 

perbedaan 

penafsiran dalam 

praktik 

pemerintahan. 

Terjadi 

ketidakseimbangan 

antara pembatasan 

kekuasaan dengan 

tuntutan 

kemaslahatan 

sehingga 

efektivitas 

pemerintahan 

dapat terganggu 

apabila 

pembatasan 

diterapkan secara 

berlebihan. 

Dampaknya Menjamin 

keberlangsungan 

pemerintahan daerah, 

tetapi berpotensi 

menghambat 

percepatan 

pembangunan, 

pengambilan 

keputusan strategis, 

dan efektivitas 

pelayanan publik. 

Menjaga stabilitas 

pemerintahan 

sementara, namun 

sering 

menyebabkan 

lambatnya 

pengambilan 

kebijakan penting 

serta terbatasnya 

inovasi 

pemerintahan 

daerah. 

Apabila dijalankan 

sesuai prinsip 

amanah, keadilan, 

dan kemaslahatan 

akan menciptakan 

pemerintahan yang 

efektif; sebaliknya 

penyalahgunaan 

atau pembatasan 

yang tidak 

proporsional dapat 

merugikan 

masyarakat. 

 


